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NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDENT HUMAN INITIATIVE

a.

Bahwa dalam rangka meningkatkan kepercayaan
pemangku kepentingan, khususnya dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi,
kolusi dan nepotisme di lingkungan Human Initiative,
maka organisasi berkomitmen untuk mematuhi seluruh
peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,
menjalankan operasional organisasi berdasarkan tata
kelola organisasi yang baik, mematuhi kode etik serta
menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan
(SMAP);

Bahwa Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
adalah suatu mekanisme yang dirancang untuk
mengidentifikasi dan mengkalkulasi risiko penyuapan
serta mencegah, mendeteksi dan merespon penyuapan;

Bahwa untuk memberikan landasan bagi organisasi
dalam menyusun kerangka sistem Manajemen anti
penyuapan yang sistematis, sehingga seluruh kegiatan
terkait dapat diimplementasikan secara berkelanjutan,
maka perlu disusun kebijakan Sistem Manajemen Anti
Penyuapan (SMAP).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKPU-
Human Initiative

Kode Etik Human Initiative

SNI ISO 37001: 2016 Tentang Sistem Manajemen Anti
Penyuapan (SMAP)
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Dengan Persetujuan
PENGURUS YAYASAN PKPU HUMAN INITIATIVE
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)

TUJUAN
Kebijakan ini bertujuan untuk:

1.1. Memberikan pedoman bagi organisasi dalam penerapan, pemeliharaan,
peninjauan dan peningkatan sistem manajemen anti penyuapan di Human
Initiative

1.2. Memberikan informasi terpadu tentang komitmen dan implementasi anti
penyuapan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku

1.3. Memberikan rujukan bagi organisasi untuk bertindak dalam hal ditemukan
adanya praktik penyuapan'!

1.4. Memenuhi persyaratan dalam penerapan sistem manajemen anti
penyuapan dan peningkatan sistem tersebut pada masa mendatang

RUANG LINGKUP

2.1. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh pegiat kemanusiaan Human Initiative,
dan mitra kerja di seluruh wilayah operasi Human Initiative Worldwide.

2.2. Praktik penyuapan yang dimaksudkan dalam kebijakan ini meliputi:
2.2.1. Penyuapan oleh dan untuk Human Initiative;
2.2.2. Penyuapan oleh dan untuk pegiat kemanusiaan atau mitra kerja;

2.2.3. Penyuapan dilakukan langsung atau tidak langsung (melalui atau
oleh pihak ketiga)

2.3. Penilaian terhadap adanya tindakan suap dalam lingkungan Human
Initiative apabila memenunhi salah satu indikasi berikut:

2.3.1. Memberikan atau menjanjikan sesuatu baik berupa barang, uang
dan/atau jasa lainnya dengan nilai melebihi kewajaran?;

2.3.2. Adanya indikasi bahwa pemberian tersebut berkaitan dengan
jabatan, tanggung jawab dan wewenang;

2.3.3. Adanya indikasi pemberian tersebut ditujukan untuk memengaruhi
pengambilan keputusan.

! Definisi penyuapan diatur dalam Panduan SMAP
2 Definisi kewajaran diatur dalam Panduan SMAP

human-initiative.org



III.

® o
human

initiative
ISTILAH & DEFINISI

Dalam kebijakan ini, yang dimaksud dengan:

3.1. Komite Integritas adalah kelompok orang (tim) dengan tanggung jawab
atau wewenang untuk melaksanakan semua operasi sistem manajemen
anti penyuapan dan penanganan laporan pengaduan di Human Initiative.

3.2. Pegiat kemanusiaan Human Initiative adalah seluruh individu yang terikat
dalam kesepakatan kerja dan relawan.

3.3. Manajemen risiko adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan
mengendalikan organisasi yang berkaitan dengan risiko.

3.4. Manajemen Puncak adalah orang atau kelompok orang yang mengarahkan
dan mengendalikan organisasi pada tingkat tertinggi, yang dalam
penerapannya di Human Initiative disebut direksi atau Board of Directors.

3.5. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah
dan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam praktik
pengelolaan organisasi.

3.6. Dewan Pengarah adalah kelompok atau badan yang memiliki tanggung
jawab utama dan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap
penerapan dan efektivitas sistem manajemen anti penyuapan.

3.7. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian
uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-
cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di
luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik
atau tanpa sarana elektronik.

3.8. Penyuapan adalah perbuatan untuk menawarkan, menjanjikan,
memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya
dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan), langsung atau
tidak langsung, terlepas dari lokasi, merupakan pelanggaran peraturan
perundang-undangan, sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang
bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait kinerja dari tugas orang
tersebut.

3.9. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (selanjutnya disebut SMAP) adalah
sistem manajemen yang mencakup penetapan, dokumentasi, penerapan,
pemeliharaan, peninjauan dan perbaikan berkesinambungan atas seluruh
proses pada aktivitas anti penyuapan di Human Initiative.

3.10. Whistle Blowing System (selanjutnya disebut WBS) adalah sistem
pelaporan tindakan pelanggaran, perbuatan melawan hukum, perbuatan
tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan
organisasi maupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh karyawan
atau pimpinan organisasi.
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KETENTUAN UMUM

4.1. Kebijakan SMAP ini berlaku bagi seluruh pegiat kemanusiaan Human
Initiative beserta seluruh pemangku kepentingan terkait.

4.2. Setiap Pegiat Kemanusiaan Human Initiative diwajibkan untuk
melaporkan apabila menemukan indikasi dan/atau terjadinya praktik
penyuapan di lingkungan organisasi.

PRINSIP PENERAPAN
Penerapan SMAP harus dilakukan berdasarkan pada prinsip:
a. Kecukupan kebijakan
Komitmen manajemen puncak
Penilaian terhadap risiko penyuapan
Uji kelayakan
Komunikasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan

S e Qa0 T

Implementasi dilakukan berdasarkan kode etik Human Initiative

VI. KOMITMEN

Human Initiative berkomitmen menerapkan SMAP yang dituangkan dalam
bentuk:

6.1 Deklarasi Anti Penyuapan
6.2 Kebijakan SMAP

6.3 Integrasi SMAP dalam proses bisnis organisasi dan pengembangan
kompetensi pegiat kemanusiaan

6.4 Penandatanganan Pakta Integritas bagi seluruh pegiat kemanusiaan

6.5 Sosialisasi implementasi SMAP kepada seluruh pemangku kepentingan
Human Initiative

VII. UJI KELAYAKAN

7.1. Dalam upaya pencegahan praktik penyuapan di lingkungan Human
Initiative dilakukan uji kelayakan (due diligence), yakni sebuah
tahapan untuk menilai lebih lanjut tingkatan risiko penyuapan

7.2. Uiji kelayakan (due diligence) yang wajib dilakukan meliputi:
7.2.1. Uji kelayakan secara individual dalam hal seleksi dan promosi

7.2.2. Uji kelayakan secara institusi dalam hal perikatan kerja sama
dengan pihak eksternal
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VIII. KOMITE INTEGRITAS

8.1. Dalam penerapan SMAP Human Initiative membentuk Komite
Integritas

8.2. Komite Integritas adalah tim yang ditunjuk melalui Surat Keputusan
(SK) Presiden Human Initiative

8.3. Anggota Komite Integritas harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

8.3.1. Memenuhi kriteria pada proses uji kelayakan (due diligence)
SMAP

8.3.2. Memahami aspek-aspek anti penyuapan dalam SNI ISO
37001: 2016 Sisstem Manajemen Anti Penyuapan

8.3.3. Menguasai keahlian pemeriksaan dan investigasi
8.4. Komite Integritas memiliki tugas dan wewenang untuk:

8.4.1. Menerima, memverifikasi dan mengivestigasi dugaan
pelanggaran penyuapan yang dilaporkan tanpa kecuali
sebagaimana terdapat dalam bagian VI kebijakan ini

8.4.2. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil investigasi
kepada Dewan Pengarah;

8.4.3. Menyampaikan hasil tinjauan pelaksanaan SMAP kepada
Dewan Pengarah.

8.4.4. Membuat laporan tahunan dan memastikan tindak lanjut dari
laporan tersebut disampaikan kepada Dewan Pengarah

DEWAN PENGARAH

9.1. Dewan Pengarah adalah entitas yang memiliki tanggung jawab dan
kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan dan
efektivitas SMAP

9.2. Dewan Pengarah pada SMAP terdiri dari:
a. Direksi;
b. Dewan Pembina Yayasan

9.3. Dewan Pengarah memiliki tugas dan wewenang untuk:
9.3.1. Menetapkan kebijakan anti penyuapan;

9.3.2. Memastikan bahwa strategi organisasi sejalan dengan kebijakan
anti penyuapan;

9.3.3. Menerima dan meninjau informasi tentang isi dan operasional
SMAP pada waktu yang direncanakan;
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9.3.4. Menetapkan keputusan atas laporan hasil investigasi yang
dilakukan oleh Komite Integritas;

9.3.5. Memastikan sumber daya yang diperlukan telah dialokasikan dan
ditetapkan secara cukup dan tepat agar mendukung beroperasinya
SMAP berjalan secara efektif;

9.3.6. Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan dan keefektifan
SMAP di organisasi yang dikelola oleh manajemen puncak.

X. PENCEGAHAN, PENANGANAN & TINDAK LANJUT TERHADAP
PENYUAPAN

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Human Initiative melakukan sosialisasi baik secara internal maupun
eksternal sebagai upaya pencegahan penyuapan di lingkungan organisasi

Upaya pencegahan penyuapan yang dilakukan oleh Human Initiative
meliputi:

10.2.1. Sosialisasi, baik lisan maupun tertulis kepada seluruh pemangku
kepentingan mengenai kebijakan dan peraturan mengenai SMAP
yang berlaku di organisasi;

10.2.2. Menerapkan proses uji kelayakan (due diligence) bagi seluruh
pemangku kepentingan;

10.2.3. Menerapkan penandatanganan Pakta Integritas bagi seluruh
pemangku kepentingan yang menjalin kerjasama dengan Human
Initiative;

Dalam hal terjadinya praktik pemberian yang tidak wajar kepada pegiat

kemanusiaanmaka yang bersangkutan wajib mengambil tindakan untuk:

10.3.1. Melaporkan pemberian (gratifikasi) tersebut kepada Komite
Integritas;

10.3.2. Mengembalikan pemberian kepada pihak pemberi;
10.3.3. Apabila dirasa perlu dilakukannya tindak lanjut, pegiat
kemanusiaan dapat berkonsultasi dengan Komite Integritas.

Sumber laporan terkait indikasi adanya penyuapan di lingkungan Human
Initiative dapat berasal baik dari pihak internal (pegiat kemanusiaan)
maupun eksternal (masyarakat umum) yang mekanismenya telah diatur
dalam Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System)

Seluruh laporan terkait dengan penyuapan wajib ditindaklanjuti tanpa
terkecuali dan dengan mengabaikan:

10.5.1. Identitas pelapor (anonimitas identitas, jabatan pelapor, dll);
10.5.2. Dilampirkannya bukti pendukung laporan;
10.5.3. Posisi dan jabatan pihak terlapor.
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10.6. Apabila ditemukan adanya indikasi atau praktik yang mengarah pada
tindak penyuapan, maka Human Initiative dapat melakukan tindakan:

10.6.1. Pemberian sanksi bagi pegiat kemanusiaan Human Initiative
yang terlibat dalam praktik penyuapan tersebut sesuai dengan
ketentuan pemberian sanksi dalam peraturan ketenagakerjaan
di organisasi

10.6.2. Pemutusan hubungan perikatan kerjasama

10.6.3. Menempuh jalur hukum apabila tindak penyuapan melibatkan
penyelenggara negara, sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang terkait

10.7. Seluruh tindakan yang diambil sebagai langkah antisipasi terjadinya
praktik penyuapan di lingkungan Human Initiative atas sepengetahuan
Komite Integritas dan Dewan Pengarah

XI. PENGHARGAAN DAN SANKSI

11.1  Kepatuhan terhadap ketentuan dalam Peraturan Organisasi Human
Initiative ini menjadi salah satu rujukan dalam pemberian
penghargaan, baik kepada pekerja atau unit kerjayang ditetapkan
kemudian.

11.2  Lembagatidak mengizinkan pelibatan kepentingan pribadi (conflict
of interest) dalam pengelolaan organisasi yang dapat merugikan
lembaga.

11.3 Pelanggaran terhadapsegalaketentuanyang tertuang dalam
kebijakan dan peraturan Organisasi Human Initiative
ini akan dikenakan sanksi berupa:

11.3.1 teguran tertulis;

11.3.2 denda administratif;

11.3.3 penghentian sementara;
11.3.4 dan penghentian selamanya.

11.4 Mekanisme penyelesaian pelanggaran atas kebijakan dan peraturan
organisasi akan merujuk kepada peraturan kekaryawanan dan kode
etik Organisasi

XII. PENUTUP

12.1  Hanya yang belum dianggap jelas diatur oleh Kebijakan ini akan
ditentukan melalui Standar Operating Procedure (SOP) dan atau
Instruksi Kerja (IK)
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12.2  Kebijakan ini mulai berlaku satu bulan setelah ditetapkan dan

disosialisasikan melalui berita acara organisasi atau surat
keputusan.

12.3 Kebijakan ini akan ditinjau minimal 1 tahun sekali, atau akan
diperbaiki, diperbarui dan atau diubah bila dipandang perlu.

12.4 Kelalaian terhadap kebijakan ini menjadi catatan bagi Pimpinan
Organisasi.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 24 Maret 2023

PENGURUS PKPU HUMAN INITIATIVE

Tomy Hendrajati Andjar Radite
Ketua Sekretaris
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